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Menimbang : a. bahwa dalam g a1 JPen ' é) afn Prlorltas Nasional
Penyeder E‘lrdpﬁﬂj L éﬁdaﬁg perlu  melakukan

p(;rubﬂhan ter k n, Susunan organisasi, tugas dan

T r \f qg{s;]( e kefrjé ]jmas Pemberdayaan Masyarakat dan

- %b e Jf:h"rber,
aran Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang
. Aldéxdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
3 J‘\Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
L Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan
T perundang- undangan, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Jember;
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Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494};



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ™~
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan ,Beré{t/liran
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pertbahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ter tang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaraflie/plfbhl{ [fidonesia Tahun
2020 nomor 68, tambahan Lemb,arfan Plega}rﬁ REp\uHhk Indonesla
Nomor 6477}, T | RSy \

6. Peraturan Pemern;tah Nomj.)h‘ 112/’1‘3 2\017 tehtérfg Pembmaan
dan Pengawasan Iffe e llilt{a a,ff gnbﬁr’an Negara Republik
Indonesia Tahuri 2017 Nomor| ’?3 fribahan Lembaran Negara
Rﬁpu”bl Indo!nesﬁ@ E&Ioﬂnor‘ 604H
[Pe;at?ur n| Pr¢é,1d ] mear 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

r:kkksa aEZR 1 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
bentu Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
R'epubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagamana telah

‘-dinbah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021

" {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan,;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Bupati adalah Bupati Jember,

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa vyang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan L -
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah- K ala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. K@:bup téh Jember.

6. Sekretaris adalah Sekretaris gadg Dlilé(s | P Pémber dayaan ////,_

Masyarakat dan Desa Kgb;ipqtén!g mbérk '\;_‘) ' ; i /_,___/,,..
7. Kepala Bidang ada&? '

ala Bltilldn pada.-Dinas
Pemberdayaan M%sy rz'flfl }E g};ﬂten Jember.

8. Kepal&$u‘6} %{ agian pada Dinas
be (}laya jﬁr. i:flq da
éuon adalah sekelompok jabatan yang berisi

esa Kabupaten Jember.

5 ét F‘JJ: g
! if 511é51 an1| tugaé Berkmtan dengan pelayanan fungsional
i '\}ja,h efngafkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
}D.Péja “Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
,r‘ "L “Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
P UPTD adalah UPTD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
T Desa Kabupaten Jember.,
12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
Jember.
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BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas : T
a. Kepala Dinas; o

|

b. Sekretariat, terdiri atas : /}'—*\\ / ,_»\/‘i |
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawmah L T
2. Sub Bagian Perencanaar»rqfah‘]{’é atﬁdra.n € ia{l : i L .
3. Kelompok Jabatan Fan shpnal V] W L2

c. Bidang Pemt;ﬁdjﬁ s?far]aﬁ(f t;e}'dm ‘atas Kelompok
Jabatap;an ;| E L

d Bldqlfpg PChge ladn J(ﬁau! pgén Desa, terdiri atas Kelompok

R
q:’; ‘Blga a‘h desa terdiri atas Kelompok Jabatan
! f'l F}un€$1 'al* T

f ,B1darrg Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa

;‘, ferdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

P _~~g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan



(2)
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Paragraf 1 it o '
Sub Bagian Umum dan Kepegawa ?in \. II :
Pasal 5 /,:1-'-/.:::’ \ {’ (- ol

Sub Bagian Umum dan Kepege 5 ‘ée rz “?/l%sud-”délam

Pasal 3 ayat (1} huruf b m‘:gka 1 n&pd amt : ,.<

a. menyiapkan 2 ini\siﬂéql{ %Hﬁ 'y r{g\ /Zmef' fputi penerimaan,
pengiriman ﬂa}]? pé dl%t ibusia |sprat,

b menylg éﬂp b ajl pe ah dﬁ/naskah dinas dan pengelolaan
" earsipan Dinast || -

C. m@q 1@13 aQ ‘bé,haﬁ pe”nyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan

max eneﬁrmiaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan
11ngkuugan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

d. ;meny1apkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan
dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;

f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;

h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah;

i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana  kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata wusaha kepegawaian
lainnya;

j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan

keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l1),

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan
Keuangan di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
Keuangan di lingkungan Dinas

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
Keuangan di Lingkungan Dinas;

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang
milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas. —




Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat
Daerah;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
informasi Perangkat Daerah;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan
kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan
pertanggungjawaban Perangkat Daerah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

o

mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjlan

kinerja lingkup dinas; // "a

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan e gendalian

pelaksanaan program, kegiatan, dan an.ggafar{, H m i“

g. menyusun laporan pertanggunglawq”b?p Laitas ﬁclaksaﬂab tugas o
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- ay Budang h’cmt?eq‘d@y.ia{ \ lslléSYarakat sebagaimana dimaksud dalam

: Pa?.&d |3 a& t! (1)» ‘huruf ¢, mempunyai tugas merencanakan,
mélakséna n/ “dan mengkoordmamkan program dan kegiatan
”Tenthra Manunggal Masuk Desa (TMMD), Partisipasi Masyarakat
/dan Sosial Budaya, Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan

" Kemiskinan, Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, dan
kerjasama bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian
Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakat Lainnya serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan
kemasyarakatan ;

b. penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis
tentang pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya
manusia di desa dan kelurahan, kader pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan, kader pembangunan
bangsa tingkat partisipasi masyarakat di desa dan
kelurahan, pemberdayaan lembaga adat pemberdayaan
masyarakta desa wisata dan pemandirian sosial budaya
masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam
pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat
daerah ;



¢. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan keluarga dan
penanggulangan kemiskinan;

d. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis

pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan
yang meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan
kemasyarakatan di desa dan kelurahan, penyediaan dan
pemutakhiran data profil desa dan kelurahan ;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan
kelembagaan kemasyarakatan;dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 8 T

(1) Bidang Pengelolaan Keuangan Desa sebagalmana dlm’gksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas

a.

c.4ehginvehtar 1‘ s t’d
T d h’lefn ilL
f gqn’ndr nqaﬂl%n

merencanakan, rnelaksanakan/ /d 7

fp%ﬂgi{dadrdmaakan
kegiatan Pembinaan Pengeloia;'}irf f yla”lga\n cs'lan\ Kekayaan
desa, W

/- . .
menghlmpun m ah ;J .ll"l'lu,éiléam Re\c\/en'fan/ petunjuk
:\%o’l }a_n]
an\ mer

teknis ten o ﬂ (iahKekayaan desa serta
Ban_ kdu intahan Desa ;

ayaan desa ;

dg:/né,aﬁlran bantuan keuangan kepada

sﬂxfa

e. ’n‘tclaigéah kan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan
f [ deSa/b/ag1 pemerintah desa ;

f

~memfasilitasi dan koord1nas1 pelaksanaan bantuan keuangan;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Bidang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi meliputi :

a.

b.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
pengelolaan keuangan dan kekayaan desa,;

pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang
pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta bantuan
keuangan kepada pemerintahan desa;

pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan
kepada pemerintahan desa;

pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset
dan kekayaan desa;

pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan desa; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

-

-
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Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan Desa
Pasal 9

(1) Bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1} huruf e, mempunyai tugas:

a. merencanakan, melaksanakan dan  mengkoordinasikan
kegiatan pemerintahan, pembinaan dan penataan desa ;

b. menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/ petunjuk
teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan desa
melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi : e

a. pelaksanaan Penataan Desa ; T

b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan desa; . /1

c. pelaksanaan pembinaan Aparatur Penyelgnggafra Ppn,nerlntahan -
Desa; g ‘ ~

e

d. pelaksanaan pernantauan da,nqrfqrﬁgval&%st PEe nyeﬂenggaraan
pemerintahan desa l .

e. pelaksanaan d pg@alﬁam tingkat
perkembangan 1 membangun; dan
f. penyg{u/ g k‘ﬁeridrl aban atas pelaksanaan
,_ /tug’aT 7] - “ b
T : i , } L"’” !\\,J.-f - /
] o | E | | B /J ~"Bagian Kelima
Bﬂdaﬂg a}tagé DPan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa

L ‘/ Pasal 10
(1) Bldang Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f,
mempunyai  tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan program dan kegiatan pengembangan
ekonomi masyarakat desa, pengembangan teknologi tepat guna
berbasis masyarakat, pengembangan desa berbasis teknologi
informasi, dan penumbuhan inovasi dengan pemanfaatan
teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama perguruan
tinggi, lembaga pengabdian masyarakat dan organisasi
masyarakat lainnya, melaksanakan pengembangan BUMDesa
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa
mempunyal fungsi meliputi :
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa ;
b. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis
tentang  pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat desa;



¢c. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis
tentang pelaksanaan pengembangan lembaga keuangan mikro
masyarakat desa, dan revitalisasi pasar desa;

d. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis
tentang pelaksanaan pengembangan desa berbasis Teknologi
Informasi;

e. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis
tentang pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan inovasi
dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi
lokal bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian
Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya,;

f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
program dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi dan
teknologi tepat guna desa;

g. pelaksanaan dan pengembangan BUM Desa; dan

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas. T

"
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BAB IV / \

I

T |

UPTD 7 | ( |
Pasal 11; ;‘ ;& b }

[

ARVEUE
(1) UPTD merupakan unsur pJ ak{sgna tﬁknﬁﬁ ppqras;drral Dlnas
(2) UPTD d1p1 it Pe‘h $é J(ppééf yakngébefada di bawah dan
bertang fu afv&fab p ala HES.
( baht? ol}: Su B J:L‘T‘ata Usaha.
(4) SuTb\ 1# L’Iar Usahé yang dipimpin oleh Kepala Sub
‘ gia]\n |Taﬁ,a »" gha vyang berada di bawah dan
bé{‘ éfngguhg]awab kepada Kepala UPTD.
(5) .;Tu\rr;lah Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas

~dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

T

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang — undangan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1), huruf b angka 3, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf {, terdiri
atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.



(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan
fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
jabatan pimpinan tinggi pratama

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada masing-masing uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang
berwenang.

(5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator
ditetapkan oleh Bupati.

BAB V1

TATA KERJA T

Pasal 14 T

.4/"

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungmya Kep a Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bafgl‘arLOd Kelompok
Jabatan Fungsmnal Wa_]lb merier ﬁ a,rl,l sq:j koord1na,31,
integrasi an sinkr ai31,, aik / Ea\la.vr{ ;hggkungan
masmg—-masmg maupim ﬂgj foirgamsﬁsydr lingkungan
Pemerintah Daem}l'h §érﬁfa' Ib #hm 1a1 ¢11\ lu@r ‘Pemerintah Daerah
sesuai . ck/mgﬂn t1.|,1 aany‘,a# jan ngL—J asing.

(2) Sﬁtlﬁpl "peﬁn mph}l,\ #ahiar@, 0rgan15a51 wajib mengawasi
ba‘fwjah nn, as. Iilg mﬁsmg dan bila terjadi penyimpangan agar
)Ineﬂgp blL_m hJ- Iangkah yang diperlukan.

) 1mp1n satuan  organisasi  bertanggungjawab
nfeﬁn;mpm dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan

“mémberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

" bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

-/



BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 15

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang -
undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN T
Pasal 16

(1} Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb a‘;a]u Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama. ) 1 =
(2) Sekretaris merupakan Jabatan’/Eseloh 1114 Lgt : Jabatan -
Administrator, Al i

(3) Kepala Bidang merupal(an Jab&%r“ EngélonL II\\b /a.,tau Jabatan

pfalﬂ i”tD‘ mte;'upakan Jabatan

Adm1mstrator __,:if-»;:..\ 7
t;e

R!

albf ¥ merupakan Jabatan Eselon IV b

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini;

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat
berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember (Berita
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 17), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal %! Qeemlzer | 5021

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 2 Lesember 2021

bina“Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR =
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